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ABSTRAK 

Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (DISPENDA) menyelenggarakan 
sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tugas 
dekonsentrasinya di bidang pendapatan daerah. Salah satu jenis sumber pendapatan 
daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor 
merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi 
Sumatera Utara. Populasi yang digunakan adalah daftar perincian realisasi 
pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sampel 
yang digunakan adalah daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan 
Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2009. Untuk memperoleh data tersebut, maka 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotorl(PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sudah Efektif. Hal 
ini terlihat dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada tahun 2007 hingga tahun 
2009 yang mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditetapkan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa tingkat efektivitas panerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
tergolong tinggi. Namun masih sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk selalu 
berkomitmen pada target-target yang akan dicapai. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat 

kepada Negara, dimana hasil dari pajak yang disetorkan rakyat tersebut akan 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Meskipun dituntut untuk 

senantiasa ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam 

melaksanakan target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan 

mempertimpangkan penerimaan tahun sebelumnya. Dalam upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah itu juga diupayakan untuk tidak memberatkan masyarkat. 

Yang antara lain ditempuh melalui penyederhanaan prosedur administrasi 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Kendaraan 

Bermotor, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang 

diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan 

pelayanan. 

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan dari 

pembangunan nasional yang mana menjadi tugas pokok pemerintah. Sehingga 

dalam pencapaian tujuan tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan 

berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik 
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pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. 

Penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain - lain, hams 

ditetapkan dengan ndang - Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara 

lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber 

pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesej ahteraan masyarakat. Dengan 

demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, maka pemerintah diharapkan 

dapat dengan tegas menghimpun masyarakatnya untuk tetap wajib dalam 

membayar pajak yang teJah dibebankan kepada Wajib Pajak demi kelancaran 

pembangunan nasional tersebut. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat 

dibedakaan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, 

peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai 

penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu 

Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan 

suatu sistim perpajakan Indonesia, yang pada dasamya merupakan beban 

masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan 

beban yang adil bagi seluruh masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul 

dalam penelitian ini "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara". 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu "Apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas 

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sudah efektif?" 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi 

Sumatera Utara. 

J 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, hasil penelitian dapat bermanfaat dalam memberikan 

tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu 

ekonomi akuntansi perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak 

kendaraan bermotor. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan. 

3. Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya, sebagai bahan referensi dan sumber 

informasi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Pengertian Pajak 

Bagi suatu egara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai 

sumber penerimaan ang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi . Sebagai alat regulasi 

dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan stabilitas ekonomi, realokasi 

sumber-sumber ekonomi . 

Menurut Brotodiharjo (2008 :6), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Soebechi (2011 :32), dapat diketahui bahwa "Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar

besamya kemakmuran rakyat". 

Pengertian Pajak menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

4 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan 

atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut 

merupakan sumber yang sangat penting bagi peneriman Negara, dan penghasilan 

itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup 

kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, 

kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat 

disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah 

senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan 

/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang 

kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran 

rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh 

masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun 

yang tidak membayar pajak. 

Dari beberapa pengertian ten tang definisi Pajak sebagaimana tersebut 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan : 

a. Iuran atau kontribusi ( di dalam Undang - Undang lebih ditekankan pada 

istilah "peran serta" ) yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang 

berakibat adanya sanksi. 

b. Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ; 

Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota, yang tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung. 
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c. Yang oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ataupun 

Pemerintah Kabupaten I Kota; dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran dalam penyelenggaraan negara I pemerintahan . 

Dari definisi-definisi pajak di atas juga dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur antara lain : 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b . Berdasarkan Undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

peraturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individu oleh pemerintah. 

d. Untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

B. Jenis - jenis Pajak 

Menurut Wirawan dan Richard (2007 :56) "Jenis-jenis pajak yang dapat 

dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan'', yaitu : 

a. Menurut sifatnya 
Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu 
1. Pajak Langsung, adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta 
dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya 
pajak penghasilan. 
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2. Pajak Tidak Langsung, adalah paj ak yang bebannya dapat dilimpahkan 
kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau 
peristiwa-peristiwa tertentu saja rrusalnya Pajak Pertambahan Nilai . 

b . Menurut sasarannya/Objeknya 
Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu : 
1. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama 

memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah 
diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya 
sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan paj ak atau tidak, misalnya 
pajak penghasilan. 

2 . Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama 
memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau 
peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 
Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai 
hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui , misalnya Pajak 
Pertambahan Nilai . 

c. Menµrut Lembaga Pemungutannya 
Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua 
jenis, yaitu : 
1. Pajak pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hasil dari 
pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian 
dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

2. Pajak daerah, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah 
dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan tarif pajak daerah harus 

diusulkan dan ditetapkan melalui perda kemudian tarif pajak yang ditetapkan 

oleh perda haruslah disetujui oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh gubenur. 

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besamya pajak 

terutang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak. Karena itu penentuan 

besamya tarif pajak yang akan diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah 

memegang peranan penting. Menurut Siahaan (2010 :137) "tarif pajak daerah yang 
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dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No. 34 

Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda 

untuk setiap jenis pajak daerah" , yaitu : 

1. Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%. 

2. TarifBBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%. 

3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%. 

4. Tarif PPP ABT AP ditetapkan paling tinggi 20%. 

5. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. 

6. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%. 

7. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. 

8. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%. 

9. Tarifpajak peneranganjalan ditetapkan paling tinggi 10%. 

10. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi 

20%. 

11 . Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20%. 

Menurut Purwono (2010:23) "ada 4 jenis tarif perpajakan yang 

menentukan besamya pajak didasarkan pada tarif yang tel ah ditetapkan dengan 

peraturan perpajakan'', yaitu : 

1. Tarif Proporsional, atau disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding atau 
Tarif Sepadan yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun 
jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak, semakin 
besar beban pajak yang terutang. 

2. Tarif Progresif, yaitu tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila 
jurnlah yang dikenai pajak juga rneningkat. Menurut kenaikan persentase 
taiifuya, tarif progresif dibedakan menjadi : 
a. Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase tarifuya sernakin besar. 
b . Tarif Prigresif Tetap : kenaikan persentasenya tetap . 
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c. Tarif ProgresifDegresif: kenaikan persentase tarifnya semakin kecil 

3. Tarif Degresif, yaitu tarif yang berupa persentase yang semakin kecil 
apabila jumlah ang dikenai pajak semakin besar, sehingga merupakan 
kebalikan dari tarif paj ak propresif. 

4. Tarif Tetap tarif berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah 
yang dikenai paj ak. 

C. Pajak Daerah dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

1. Pajak Daerah 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

pasal 1 ayat (10) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya 

kemakmuran rakyat. 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

Peran pajak yang kian dominan untuk menopang penerimaan suatu Negara 

telah membuatnya menjadi primadona sumber penggalangan dana. Namun 

demikian, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara serampangan, semena-mena., 

dan mengabaikan rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak 
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diperlukan penetapan tentang sistem, cara, asas, dan syarat pemungutan pajak 

yang disepakati bersama antara rakyat selaku penanggung pajak melalui 

perwakilannya di parlemen dan pemerintah selaku pemungut pajak (fiskus). 

Sistem pemungutan pajak daerah ang dipergunakan dalam pemungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment. Sistem 

Official Assessment adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala 

Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau 

dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau / 

dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran 

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank 

Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih 

menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara 

umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau 

Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah 

Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik 

Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota. 

Menurut Soemarso ( 2007 : 627 ) " Di samping jenis pajak-pajak tersebut, 

Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota diberi wewenang untuk menetapkan jenis 

pajak lain sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 
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2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten I kota yang 

bersangkutan dan mempunyai rnobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten I kota yang bersangkutan. 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

um um 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak 

pus at 

5. Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 

6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga 

kelestarian lingkungan. 

2. PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar 

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk 

dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi . 

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari 

sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasamya 

dilaksanakan tanpa hams membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan 

cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan 

menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai. 

Secara umum garis kebijakan umum yang ditempuh dan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada 

umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya, secara optimal. 

b. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil 

sumber - sumber pendapatan yang ada pada masing - masing satuan kerja 

perangkat daerah penghasil I pengelola pendapatan. 

c. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang ada serta mengupayakan 

sumber-sumber PAD yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat. 

d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan membangun 

sarana prasarana dan sistim serta prosedur I mekanisme administrasi 

pelayanan . 

e. Mengoptimalkan pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat 

menghasilkan PAD. 

f. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan 

anggaran pendapatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, guna 

terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah. 

g. Memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan, adil dan 

merata 

D. PKB sebagai salah satu jenis Pajak Daerah 

Objek Pajak kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak 

daerah yang cukup menarik untuk diteliti dari beberapa jenis Pajak Daerah 

Provinsi tersebut. Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum 
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pulih akibat krisi s ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman 

terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya perekonomian Negara 

Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa 

serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli 

masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap 

Anggaran Daerah . 

Dengan kondisi tersebut, disatu sisi Pajak Kendaraan Bermototr (PKB) 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifiakn dalam menopang 

pendapatan daerah . Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, 

bagaimana agar PKB tetap dapat diandalkan sebagai kontributor terbesar dalam 

' menopang Pendapatan Asli Daerah di kota Medan. 

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas 

kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 

gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi 

tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 

berat dan alat-alat besar bergerak. 

c. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
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d. Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan untuk 

kendaraan bermotor yang dirakit didalam negeri, sedangkan tahun 

pembuatan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar 

negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Bea Cukai . 

e. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan I atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

f. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 
., 

memiliki dan I atau menguasai kendaraan bermotor. 

g. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 

I 

memiliki kendaraan bermotor. 

h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,Perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama 

atau bentuk bentuk apapun, Firma, Kongsi , Koperasi, Dana Pensiun, 

Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau 

Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap atau bentuk badan 

lainnya. 

1. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan 
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Bermotor menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang 

berfungsi sebagai Surat Tagihan Paj ak Daerah . 

J. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok paj ak. 

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

I. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 

. 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan . 

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 

yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan atau ada 

pajak. 

o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan paj ak dan atau sanksi administrasi berupa 

kenaikan atau bunga. 

p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 16/2/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Hotmarito  Pardosi - Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada....



16 

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau 

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

s. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa kenaikan pajak atau bunga yang tercantum dalam Surat 

Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan 

Daerah. 

t. Dikecualikan sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan 

' dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh : Pemerintah Pusat; 

Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kedutaan, Konsulat, 

Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas 

timbal balik Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia dipamerkan 

dan dijual, Orang pribadi atau Badan yang dipergunakan semata-mata untuk 

Pemadam Kebakaran, Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita 

u . Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah : 

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau 

ahli warisnya. 

2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. 
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Maka dari paj ak inilah Negara membiayai kegiatan - kegiatan administrasi 

pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta dapat dipergunakan 

sebagai insrumen penting untuk membangun keunggulan - keunggulan strategi 

suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain. 

Dalam pembangunan daerah diperlukan adanya anggaran dana yang tidak 

sedikit. Oleh karena itu, dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak ada satu 

tahap yang memegang peranan penting agar wajib pajak memiliki kewajiban 

membayar pajak. Hal ini adalah penetapan pajak. Dalam hukum pajak, masalah 
; 

penetapan pajak memegang peran penting karena tanpa ditetapkan oleh pihak-

pihak yang ditentukan oleh Undang-undang , maka tidak ada pajak terutang yang 

I 
harus dibayar oleh wajib pajak. Penetapan pajak ini memiliki kaitan erat dengan 

saat timbulnya utang pajak. Menurut Wirawan dan Rudy (2012 :115) " mengenai 

wewenang menetapkan pajak (penetapan) : pasal 12 ayat 3 undang-undang KUP 

menegaskan Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan 

pajak yang terutang sesuai ketentuan apabila jumlah pajak yang disetor dan 

dilaporkan wajib pajak tidak benar sesuai ketentuan perpajakan" . 

Dalam sistem self assessment wajib pajak diberi kewenangan untuk 

menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai dengan yang dilakukan oleh wajib 

pajak. Kewenangan untuk menghitung sendiri pajak. Hutang menunjukkan 

adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang pajak kepada wajib 

pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh 

wajib pajak. Penetapan sendiri besarnya pajak terutang oleh wajib pajak erat 

kaitannya dengan ajaran material tentang timbulnya utang pajak, yang 
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menentukan bahwa pajak terutang timbul apabila taatbestand telah terpenuhi , 

tanpa perlu adanya surat ketetapan pajak: ang diterbitkan oleh fiskus . Wajib pajak 

yang memenuhi taatbestand pajak secara ototmatis memiliki utang pajak, dimana 

pajak tersebut untuk menghapuskan utang pajak tersebut. 

Menurut Siahaan (2010:86) "untuk jenis pajak daerah yang ditetapkan 
dipungut berdasarkan sistem self aassesment, fiskus akan menetapkan pajak 
setelah melakukan pemeriksaan atas perhitungan dan pembayaran pajak daerah 
yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan telah dilaporkan dalam surat 
pemberitahuan Pajak Daerah . Penetapan pajak dilakukan dengan menerbitkan 
surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang bayar 
(SKPDKB), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tanbahan(SKPDKBT), 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar (SKPDLB). Seperti halnya pada pajak Surat Ketetapan Pajak yang 
diterbitkan oleh fiskus tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan utang pajak 
melainkan hanya sebagai koreksi ataupun pengukuhan penetapan pajak yang telah 
dilakukan oleh wajib pajak ". 

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab, maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kususnya yang bersumber dari Pajak 

Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dapat lebih diwujudkan. 

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka 

diperlukan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan 

kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus 

pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan tehnologi dan Sumber Daya 

Alam (SDA). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dapat 

memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan 

peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. 
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E. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Di dalam organisasi efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi , 

dimana seringkali tidak selaras dengan efektif. Efisien lebih menekankan pada 

menggunakan sumber daya dengan tepat. Efektif lebih menekankan pada tepat 

sasaran. Sedangkan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan 

gambaran seberapa jauh target dapat tercapai . Pengertian efektivitas ini lebih 

berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang 

menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka 

walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. 

Lebih lanjut, pengertian efektivitas secara umum menunjukan sampai 

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan . Dimana 

makin besar presentase target yang dicapai , makin tinggi efektivitasnya. 

Menurut Sari (2010 :156) "rumus untuk menghitung efektivitas penerimaan 

pajak'' sebagai berikut : 

E
.C'. k . . PenerimaanPajakx.100% 
ie t1v1tas = - -----'-----

T arget 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan 

untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasia dibawah standar minimal keberhasilan 

dapat dikatakan tidak efektif. Ukuran efektivitas biasanya dinyatakan dalam 

bentuk pemyataan . Menurut Sari (2010 :56) "tingkat efektivitas dapat 

digolongkan kedalam beberapa kategori yang dapat dilihat pada table berikut : 
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Tabel 2.1 

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas 

Persentase Kriteria 

> 100% Sangat efektif 

91-100% Efektif 

81-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

<60% Tidak efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 
(dalam Yulia Anggara Sari, 2010) 
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Pada era otonomi daerah, banyak daerah yang berlomba meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah nya. Hampir semua Kabupaten dan Kota berusaha 

memacu dengan menggali potensi derahnya masing-masing. Namun tidak dapat 

dipungkiri munculnya berbagai kendala dalam melaksanakan pemungutan untuk 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu ; 

a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran pajak. 

b. SDM yang masih kurang dari masyarakat karena banyaknya masyarakat 

yang belum memahami apa kegunaan dari pajak tersebut. 

c. Banyaknya petugas pajak yang belum mempunyai keterampilan yang 

memadai untuk itu. 

d. Belum adanya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah . 

e. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dimana kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap pembayaran pajak semestinya ditindaklanjuti dengan 

sosiali sasi . UNIVERSITAS MEDAN AREA
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f. Sarana dan prasarana yang masih kurang, sehingga diperlukan teknologi 

untuk itu semua. 
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BAB ill 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriftif. Menurut Sugiyono 

(2010 :53) "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau independen tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera 

Utara, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja km 5,5, Telepon 7865586-

7867776, Fax (061) 7867776, Kode Pos 20147, Medan. 

3. Jadwal Penelitian 

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan 

Maret 2013. Adapun rincian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

22 
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Tabet Jadwal Penelitian 

No Uraian 

Kegiatan 

1 Pengajuan 

Judul 

2 Bimbingan 

Proposal 

3 Seminar 

Proposal 

4 Pengumpulan 

data dan 

analisis data 

5 Bimbingan 

Skripsi 

6 Penyelesaian 

Skripsi 

7 Sidang 

Skripsi 

Desember 

2012 

1 2 3 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Januari Pebruari Maret 20l3' April 

2013 2013 2013 

Menurut Sugiyono (2010 :115) "populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunya kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya". Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah daftar 

perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. 
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:11 6),"Sampel adalah dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi tesebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 

daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera 

Utara, periode 2007-2009 . 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. 

Menurut Zulkamain (201 0:45), "Purposive Sampling (Sampel Secara Sengaja) 

dimaksudkan jika menginginkan data dari sekelompok individu tertentu dan 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang menjadi sampel yaitu daftar perincian 

realisasi pyndapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 

2007-2009 . 

C. Def enisi Operasional 

Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan 

Kendaraan Bermotor. 

2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemasukan pemerintah yang 

diperoleh dari iuran masyarakat yang dapat bersifat memaksa atas kendaraan 

bermotor yang mereka gunakan, dimana hasil dari yang disetorkan tersebut 

akan digunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran masyarakat. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2008 :4) data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat 

untuk pertama kalinya melalui pengamatan serta wawancara. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian 1ru, peneliti menggunakan penelitian dengan data 

sekunder. Menurut Sarjono (2010 : 38) " Data Sekunder, yaitu data primer yang 

telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 

oleh pihak lain . 

Maka dalam penelitian ini, yang menjadi data sekundernya yaitu data yang 

dikumpulkan atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan 

wawancara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian m1 

adalah: 

1. Teknik Wawancara 

Melalui Teknik wawancara, data diperoleh peneliti dengan melakukan 

tanya jawab atau diskusi langsung dengan pihak-pihak perusahaan yang terkait. 
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2. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis yang tersedia baik dalam bentuk surat, catatan 

harian, dan sebagainya yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Adapun rumus yang digunakan yaitu merupakan hubungan 

antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan 

pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan 

retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besamya efektifitas pajak dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

E.fi kt
. . Re alisasixl 00% 

e 1v1tas = - -----
Target 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 16/2/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Hotmarito  Pardosi - Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada....



A. Kesimpula.n 

Dari 

Tabun 00 amp 

bahwa : 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

ran Rea1isasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

aen.~ Tahun 2009 dari bab sebelumnya dapat disimpulkan 

1. Penerimaan Pajak Kendara ' Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan 

Provinsi Sumatera Utara sudah Efe. ·· f. Hal ini terlihat dari daftar perincian 

realisasi pendapatan pada Tahun 2007 an2:at efek:tif, walaupun pada tahun 

2008 turun menjadi 95,34% namun masih efek:tif. Kemudian pada tahun 

2009 mengalami peningkatan sebesar I 03 ,30% yang digolongkan dalam 

kriteria sangat efektif. 

2 . Dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa penanaman modal asing dapat 

memberikan pengaruh yang positifterhadap penerimaan Pajak Daerah. 

44 
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B. Saran 

Dari I ' yang akan penulis ajukan. Yang 

antara Jain 

1. 

2. 

Dari 

dClJri pem 

dicapai . 

Perlu dipertimbangk:an ol 

' ·ngkat efektivitas panenmaan Pajak 

amun masih sangat perlu perhatian 

:rk:omitmen pada target-target yang akan 

rintah bahwa realisasi PKB pada tahun 

2008 mengalami penurunan, kemungkinan dapat berdampak buruk terhadap 

p~mbangunan yang telah direncanakan. Hal ini jelas akan membuat 

Pendapatan Daerah Sumatera Utara menurun. 

3. Pemerintah perlu mempererat kerja sama dengan para pengusaha swasta 

untuk meningkatkan Penanaman modal asing. Peningkatan tersebut dengan 

sendirinya akan semakin menambah Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara. 
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